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BAB |
FENDANULEAN

A LATAR BELAKANG

Pada awalnya hukum perang lebih banyak memberikan perhalian kepada
paa kombatan serin sarna den metode yang mereka perpunakan  dalam

peperangan'Hanye sedikit ketentuan-ketentuan yang mengatur mengemm obyek

sipil.  Mamm,  mehhm korbah  peperangan, naha

ketenlugn-kerentuan n perhatian  (erhadanp

mereka #lams
Pc'r

dm sasaran n“ berseruata sebens 5 ,.fdi'lakukan

ndnp musuh

Pcmmrnu-pcrml.nmr-;'-,l u M ﬁ ik 5 M L jﬂ_ / mpat  konvensi

fﬁ"-l'l-*“y }é_‘ﬂ'{‘élﬁfh‘*’* l,n;l- / ol tambahannya

lenewa tertanpgal 'Ii‘w.lI

tertangga | 8 um ]‘JTTI"

Soiring denpan perkembangan zaman fevulama dalam ruang lingkup H
terdapat penerapan baru dalam stilah H yang sast i dikenal dengan isilah
iernaitional  Humamivr  faw @20 dengen  kala lain  Mukem  Humanier

Internasional (HHI)  Dalam kopustakaan 10 istlah HHl menmpakan stlah yany

' Arlna Permasasarn, Fopgowrror Mukwn Meoenderer, Comnnttee {8 The Red ros, blarta, 170
hd 1
* Jod, b MY



diangyap relabf bar, istilah i Jahir sekitar talm 1970-an. HHl m' merupakan
baghan dan H publik yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-perscalan yang
timbul karena pertikaian bersemjata haik mternasionzl mawpm not-intermasional,
Lalmya HHl i ditandar  dengan  diadakamnya Conferenmce o
Government Lxperr on The Rea ffirmanon end developmant m 4rmed Confher,
P'ada rahun 1971, selanjatnya pada tabun 1574, 19735, 1976, dan, 1977 diadakan

ipfomane Conference e The Rea firmanon and Developman of Internanonat

Humamiarem Law Applicable 1

| 12 onal cara

Ry = ; w1l ",
. mﬂMléﬂL’Mb fap kombatan dan

\ =/ /
penduduk sipil dan akibat penmg | Hukum Jenewa atau Genever [ows)

2 Hukuny ying

Sedangkan Mgchtar Kusnmaatmadja membagi  hukum  perang
sebagai berikut.

I, Juws ad bellom yaifu lekum ientang perang, mengator lentang dalam Kal

bapaimana negara dibenarkan mengy unakan kelerasan bersenjata.

" find. hal 34



2 Ju s n bello yanu jukem yang berlako dalam perang, dibag menjadi dua:
4 Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (Condret of Har)
bagtan mi bizsanys disebul The Hoame Lo,
by Hukem yang mengatur pethindungan orang-Orang yang menjadi
korban perang. I lazmmnya disebut The Geneva Jaws,
Berdasarkan uwralan dialas, maka HHl mengacu pada dua mstrumen

hetkiem, yaite Hokum Den Haag dan Hukum Jenewa

Perin dikefahu! pula bahwa /n\‘*- Y

1 s e
SASArAN-5ASaran miill_ i "hf uny
ﬁ]'kﬂtﬂbaﬁkﬂnny’a p II‘ o “!J M E *:ﬁ 5 mi! In .l'ﬂ;_-,
'- Ml@ab wizela

A
Dimana Kombatan (Combarznr) adalah orang yang ikt secara aknf

pihak-pitak yang

dalam peperangan. Sedangkan pendnduk sipil {Conilian) adalah takyat atau orarg
sipl yang fidak ikut dalam peperangan den harus dilindungi sertz tidak bokh
dijadikan sasaran tempur. Penduduk sipl dan objek sipil agar tidak menjadi

korban derl sasarmn lempor dan untuk mencegah penderitaan yang hdak periu

' GPH Haryomataram, SH #hdaon Humanser OV Rajawah, Rarta, 1984, hal. 3
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akibat perany lersebut, maka tarvs mendapatken pe rlindungan sesuai dengan
Leteoiuan HhRl.

Dan yraian sogkat diatas, maka penwhs ingm mengetabin  dan
mendalamt  lentang  perlindungan  (erhadap objek-objek  sipl. yang sudah
scharusmya mendapatkan perlndungan saat terjad sengkeliz bersenjata yang
ditinjav  melalui Ml aaw  dengan  kata lam  mendapatkan  perbndungan

berdasarkan ketentuan HHMJ, ser menbne ketetzpan konvenst D Haag dan

tnink men;:lisndari‘.ll agar ol ke / ahan vang

sehenarmya, maka - M M I 5 ﬁ M '.. ﬂ nenjadt - sebagal
A ; a0l i

ey nllak I@?L’ML?

1. Bagamana pe::*lindtmgan hukun  oligk sipil. tenitama  penduduk sipil

pata saxt terjady sengketa bersenjata dalam HHI?
3 Sanksisanksi hukum yany dapst dikenakan apabila terjadi pemyeran ¢#n

ierhadap obgk sipil?



C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun wjuan penclitian yang akan dicapai adatah sebagai berkut:
. Penelttan i memiliki tgjuan uruk mengefabul perhndungan perar:
dalam konvensi Jenewz OI 1949,
2.Penelitian ini untuk menpetabui lebih jelas dalam Konvensi-kenvensi dan

proiokol-protokol dabm Hukum Humaniter intemasional yang mengatur

. ¥
NoXITSULa e
22l l Iiﬂf?ﬂﬂiwﬂm?!ﬂ} dan diharapkan

Juga betguna secara lapsumg agar dapst dincsapkan padd obik sipil dan

penduduk  sipil  saat terjadi peperangan yang dharapkan dapa bersikap

tentang pﬂkembangn

memanusiakan dalam perang m: sendin



E. METODE PENELITIAN

Dakm metode penelitan wi penulis akan raengpunakan meide sebage
berikut:
. Pendekatan Penclitian
Cabam  penelivan hukum i penulis menggunakan metode

yundis normanf yamu penelitan yang difakukan dengan mengg wnakan

' an obxk sl
| Befschmal-yap T ﬂ_‘a 1 dalsy m Humanier
Intcmasto Y mﬂ'wlﬁ_‘é{::’wlﬂbﬂlﬁ gambaran vang

jelas R, - o Sebenaya. Penehan deskriptif. adelah
penelitian yang herupan uiuk melukiskan tentang suau hal ddaecah
tertentu dan pada 53a ertentu.

Biasanya dabm peneltian ini peneliu sudah mendapatkan atau
metmnptnyal gawbaran yag beTpa data awal tentang permasakhan

yang ditelii dan alan dbahas, sehingga deskniff disint yatu



membenkan gambaran mengeme peraturan-peraturan dabim  hokum
imemasional yang berlakn, yang kemudian dikaitkan dengan dengan
teori-loon hukum dan prakeek pelaksanaan peraturan yang berfake
dalam masyarakat inlernasional. yang untek selanjumya diadopsi oleh
Negara Repubitk Indonesia dimana dalarn hal im dikeitkan dengan
permasalahan yang diangkat dalam penelivian ini.

3 Rumber Daty

dan mentnjang dala

luan-ketentian

Fan-peralua

@
UNISSULL /el
Huﬂ'? !Lig%t:!'.;alﬁﬁ:}tmkg, nia  dalam waktn

s Protokol Tanbahan Pala Konvensi Jenewa |2
Agusts 1919 dam yamg  berhubungan  dengan
Perbindungan Korban Perang saal terjmdinya Sengketa

Bersenjata Internasional { Protokol-1.




e Konrensi yang dilakokan oleh Para Abk ynag berade
dibawzh perlindupan  Intemational  Commite  Red
Cross  (IWCRCY  dalamy  mahun  1971-1972  temtang
peacpasan  kembali mengenar  perhndungan  yang
diverikan  revhadap korban-korban peperangan dan

Hokum  Homamter  Inremasional  yang  barus

diberlak wian dalam Konflik Bersenjata.

| ph, A
Nin Kepustaiana by Rescorch)
\ Feellol)iZalstolitnela

= /
dengan permasalahan yap adh Monelealt dan beberapa frierarur

yang berkaitan dengan perhindungan obyek sipil den  perlakuan
terhadap tawanan perang, serta memperoleh keterangan-keterangan
berupa peranrar -peraluren yang ada iubungannya dengan ohiek
yang ditelitt gunn mcndapatkan landasan teorus benma pe ndapat

pendapat yakni berupa keterangan whstin day par ahl



5. Metode Anafisa Bahan 1lnlam
Uniuk dapat mencapai tjpan  penehtan  yaiu memperoleh
kesimpulan mefaiw dda yang diperoleh kemudian  dikumpnlkan,
serelah duentukan mahse berdasarkan data-data Cleh karena e untik
mendapatkan anal$is yang dapat menjawat hal-hal yang rerkan duiam

pengesaban vang ada, maka penuiis dalam memyusun skrpsi

mengg inakan analiea secara kualitanf, ya suam kajpan jerhadap

Bab Satu, atau sebagal Bab Pendabuluan. Dimana beab ind terdin dari wijuh
sub bab. yakni sub bab | lentangy Lalar Belakang Masaiah, sub bab [ tentang
Perumusan Masalah, sub bab Il tentang Tujuan Penelitian, sub bab TV 1entang
Manfaat Penelitian, sub bdb V tentang Metode Penclitian, dan sub bab Vi atau sub

bab terakhir tentang Sisternattka Perubisan sknps:.



Bab Kedes, atau disebut scbagai Bab Tinjavan Pustika Dalam Bab ni
memiliki beberapa acuan yang menid kerangka bagn penulis, dan terdi dan nga
sub bab. dimana sub bab | menpurmkan tentang Pengertian Hukum Perang atau
Sengeketa Bersenjata, b beb J wentag Pengertian Penduduk Sipil dan Obpk
Sipll yakni berupa temmpat bersejarah, tempat ibadsh dm fasditas winum lai sub
ba> [ mengyraikan teniang AKibal-akibat Pecabnya Perang dan Konfhik-konfhk

Rersen jata

£
Hl‘ﬁﬂﬁﬁi&'ﬂum
rﬂ'—llne.glé-..;ﬁlﬂmﬂlf? :

vang berkaitan dengan Ilperlirldungan teTEITéﬁap obyeR sipll saat 1erjadi senpketa

bersenjata,



Bab keempat, merupakan beb terakhir, atsy metipakan Bab Terakher Bib
ni terdn dari dua sub bab sub b [ menyarmpakan mengenai hasil-hasi
peinbabiasan dalam scbuah kesimpulanpada sob b T selanjutiya menyampaikan
saran-saran dari penulis yang dihzrapkan agar dapal berguma untuk menambah

ilmu pengetahuan terutama dalam Hukom: Humeniter Internasional (HHD),

UNISSULA
atllul)| ool lelusinala

(H



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

TENTANG PERLINDUNGAN ORYEK SIPI.
DALAM TINJAUAN HURUIM HUMANITER INTER! VASIONAL

A Pengertian Hukum Perang atarz Sergketa Bersenjata

Permusuhan yang berlanpgsung di Korea, tahun 1950-1953, yang berakhir dengan

Perjanyjan Genjatan Senpta {Arnustice Agremecnrenr) tanpgatl 27 Juh 1953, pergolakan

memperkual perkembangan prakeek; e

)\ UNISsuULA /|
\ ¥y GOl |

peviha
L]
r T A R s e Tt s d‘
mengmglnkan Suaty periiig ter AN i it ResislgeTans pm dianggap

perhy untuk mempertahankan hidup dan gna mendapatkan suat kekuasaan sena
kedaulatan, Dalam Kaidah-kaidah tradisional bespantung kepada eksisicnsi antara negara-
nepara yang sedang melaksanakan Xkaidah-kaah tasebut. yaitu lentang hubungan
permusuhan yang dtkenal sebagat “perang”, dau perang dalam pengertian umum yaitu

merupakan suatw pertandingan (confesf) amara dra negaa alau lebih terutama dengan

T IG Statke, Penguniar Hikum Iniernasionad, Sihar Grafks, hiarta, 1989, hal 698

12



angkatan bersenjata merekidTujuan eskhir dan seitap kontestan atan masing-masmg
kelompok  komkestan  adalah  untuk  mengpalabkan  kontestan-kontestan  fan dan
membebankan syaral-syarat perdamaian. Menurwt konseps leontis lemama [larl Yon
Clausewtiz { 1780183 |, berpendapat hahwa perang adalahl peruangan dalam skala besar
yang dimaksudican oleh safah satw pihak umtuk menundukkan lawannya guna memenuhi
kehendaknya

Disamping i, kna juga perlu memperhatkan definst “perang”  vang

dikemukakan olch Iiall, yang secara hukum ditenma dalam porkara  Dree fGnrem

Cormolidated Galed Adwes v Famen:

dijabarkan mengenai Huk t u Nlﬂr’gu L ﬁ amz akan dinjau
melalui sem hukum sap. Bat -”WG Wk @"L nelal J;:.LTL@ T }Jﬂﬁmsf yang telah
/

Ihld hal 699

* 1bid, bl &%

" jaryoma taram, Seke e Teamang Hukwn Humanner Sebelas Maret University Press, ‘iumkm 1904,
kd 4

13



a Francois :
Perang adalah keadsan hukum antara negara-negara yang saling bertikai
dengan menggunakan kehuatan militer, Supaya ada perang dalam arti teknis,
harus ada animus befligerend:,
b Openheim :
Perang aclalah persengkelaan antara due negmra dengan maksud menguasal
].awm‘ dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang

menang.

A tujuan’g

c. Mochiar h

pihak untuk mulll_ JRungan '-'!'*" 2 :
W UNISSULA

Menumut Prof. | ‘?ﬂ:‘t-!l-ﬁl-!.;lf 'éf}-,;ﬂlﬁﬂaﬁmihx gsensial dari  perang

damai, jadi bukan dengan penggunaan kekerasan scnjata. Scbogei alasan
dikemukakan :
1. mungkin adx pecngpunazn kekerasan scnjala, lanpa adanya perang
{(dalam arti huk um), misalnya :

a. penyerbuan jepang Mansyuria {1931-1932}

M



b. nsiden Jepang denpan Tiongkok (1937-1941)
2 mungkin pula ada peranp {dalam art hukum), lanpa pene punaan
kekerasan senjata, misalnnya
a. dalam Perang Dunia 1 Tiongkok menyatakan perang kepada
Jerman, tetapn tentara Tiongkok wk pemah  berlemu, apatila
bertempur mefawan anlara lentara Jerman.

b. dalam Pemng Dunia I Argenina dan Peru menyatakan perang

berbagal konwvenst ‘|:'|tq::n'tats,l A A 1 . matan Habi

Kondis1 yang dimaksud adald w - o EE emgrgency Wik tons the bfe of i

.'I I' & !-
natrem_ &y the extent reqared !'k é, ml‘i‘

Konflik senjata, dimana'pun & dunia 5 schin membawa banyak korban, mulaf

dart tinpkatl individu, komunitas, sampa k& tngkat nasional. Seperh beberapa penstiwa
yang terjadi, schut saje; konflik & Aceh, Poso, kenthk lersenjata pasca wagedr Gedung
WIC (World Trade Center) dan Pentagon. lromisnya, dan beberapa peristiwa tersebut

seluin memakan jutaan kothan wa yang cukup hanyak, dan korbannya bukan hanya

" Harkrisnowo Harknstub, Kzjahatun borat (Creves Breachey) Delam Hibum Humaier, Stus Komisi
Hulwm Masional Jakaria, hd |

5



mililer/pasukan atay angkatan bersenjatz yang terlibat fangsung dalam konflik. Akan
tetapi, rakyat atau masyarakat sipii yang tidak berdosa yang justru menerima akibat lebih
ragis, serta menghancurkan berbagal fasilitas-fasilitas wmum (sipil) dan semwua T
membuat kerugian maten yang cukup banyvak. Hal tersebut tidak sepemubnya ditanggung
oleh pthak pemenintah, namun senduduk sipil atau korbankorbzn yang tidak bersalahiah
yang harus memikul atas kerugion tevsebul,

Berdasarkan penpgalaman yang telah dizlami oleh banyak negara dalam berbapai
kurun wak dan belahan duma. Maka, tercetusiah dasar-dasar hukum humaniter yang

bertujugn  unluk  melindungi serta n b "'/\‘n-. bat-akibat  yang nontinya  akan

ditimbulkan  davi  peristiwa-peristia eshut, | lumaniter  Internasional

merupakan sepmlah prinsip dan o rnbatas engglmakan
- 1

ketentuan tentang tojuan g4

1. untuk melindungi q

UNISSULA /|

permusuhan |‘L.-‘ic,1.-n‘r‘h’.'.‘;'.L 58

wlg - ' | ; :
e li -:.v;"! ~j{-‘1,..1 A, b fﬂg tﬂrﬁﬂﬂ'lpﬂr dar
ang Syl /

kapal, tawanan perang, da

2uniuk membalasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam rangka mencapai

wijuan tegadinga konflik tersebut,

2 hid, haid _

16



Pada dasamya masyarakat inizmasional mengaku behwa peperangan antar
Negara atau dalsm suatu Negara melalui banyak kasus tidak dapat dindan, Maka,
dalam situasi perang atau konflik-konflik bersenjua lersebut lidak dapal dipungkirs fagi
akan menpakibatkan jaiuhnya korban yang cukup banyak. Bukan hanya dari pihak yang
bermusuhan, akan ietapi orang-erang yanp tidak 1erlibal secas lang smg dengam situasi
lcrsebul juga ikut menpdi korban, Dengan demikian semua orang harus dilindungi
dengan IHAIM-nya, bark dalam keadaan damai ataupun saxt terjadi peperangza (konflik

bersenjata).

Hukum Perang atan dapal liiaru' hikum Humaniter Internasional,

terdiri dari sekumpulan pcmh.n a 7ol i dnmana kekuatan yang

diperlukan untuk mengal i

e nslp yarng
mengatur periakuan‘,. W w}% .f. perang  dan

? ari hukum
T I/
g sfsoalan yang

ditimbulkan karena adanyaFsiai wa "'3

internasional publik yanp
i '-maurmn non-
f
internasional. Hukumn I{-u;ql, )
/ 'Iakit atau prauri

yang tidaw dapat lagi mf:ng'ﬂ-:ui” neflempiiian, $&ifa ¢ hal-; miliknya.

Scpk abad kesembilan belas, sebapian besar kaidah hukum itu tidak lagi dafam
bentuk  kebiasaan dan dijumpal dalam traktat-raktat dan konvensi-konvensi, Twuan
pokok dar kaidah-kaidah hukum in adalah bukan untwk menjadi semacam kitab hukum
yang mengalur “permainan perang”, melsinkan unlvk alasan-olasan perkemanusian gura

mengurangi atau membatasi penderitaan indrvidu-individu, serta membatasi kawasan di

" Haryomatarsm. Op. Cie, hd. 6.



dajam kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Karena ajasan inilzh, kelentuan-keteniuan
1 terkadang disebul sebagai “hukum perang humaniter”(humnit arian fuw of war), atau
dapat dikatakan pula sebaga hukum “perang vang berprikemanustar’ (humcniarion
Wi.[):ﬁ.'ﬂ.’)”

Keberadaan kaidsh-kaidah hukum humaniter intermasional adalah untuk kepenting
individu-individu, maka lampak bahwa dalam kasus suan konfik yang mekmyg gar
hukum yang dilakukan nepara apresor, kaidah-kaidsh hukum i bagaimanapun juga

mengikal suats negara-negara yang diserang dan anggota angkatan bersenjatanya yany

berakhirnya pemmsuh
kerugian atau untuk me b v ayah yang 21 illegal.

Kaidah-kaidah e rsebut juga ha u, pula tcrhada k¢ hersenjata non-
# a®

UHISSULA /
Pada dasarmya Hukum Py ﬂ;‘%ﬂ @H‘U"ﬂ Aniiiola [h engacu pada dia

instrumen hukum;'® = f

perang.

. Hukum Jenewa {fhe Geneva fawy)
atau Konvensi Jenewa 1949 vang dirancang untuk mefindungi persond milier
yang tidak atau tidak dapat lagy teritbat dalam penempuran dan orang-orang yang

lidak secara zktil teriibat dalare periikaian bersenjata khususnya penduduk sipil;

W 1GSarke, Op Ui hat. 721-728
W OCRE, Mukem Perkemamisioan Iernasional, lakarta, hd. 1
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2 Hukum Den Haag (Fhe fHague Lows)
atau Konvensi Den Haag atau huk um perang vang menetapkan hak dan kewa piban
para pihak dalam suatn operasi mililer dan batasan cara-cara dan alat-alat
bertetmpur.
Dengan mengacu pada Konvensi Jenewa din Konvensi Den Haap, diharapkan
sasaran perang hanya boieh ditukukan terhadap obyek militer dan bukan pada obyek sipil.
Keberadaan HP1 o dimaksudkan wntk mencegah dan mengurangs korban perang,

kematian, penderilaan serta penghancuran lingkungan dar harta benda milik pihak-pihak

\ .'I
medan perang dan p-er]in:il I/ terhadap segala

\ UNISSULA
\M'@mmw

Adapun LﬂtﬂﬂtUﬂmkl, cr v mendasart Hubum  Perikemanusiozn

jenis “konflik bersenjata”,

Internasional, yang dirasa dapat ditcrapkan pada saat terjadi sengketa bersenjata atau
konfiik bersenjata, yakni dengan adanya kelentuan-ketlentuan seperil'’
« Mereka yang udak dapat lagi terlibat dalam pervikaian bersenjata berhak uniuk

dihormali jiwa dan miegritas mental serta fisiknya. Dalam keadaan apapun
mereka harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi tanpa disknminasi.

" 1G. Starke, Op. Cig. hal 00
T ICRC f3p. Cit. Malis-6
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e Dilarang membunuh atau melukai phak lawan sang menyerah atau yang sudah
twdak dapat lagi mengambil bagian dalam pertempuran.

e« Mercka yang sakit dan terduka  harus dirawat oieh  pthak  bertika  yang
menguasainyd Pelugas medis dan umt-unit medis, transportast serta peralatan
medis dan rohamawan hanus dilindung;.

Lambang palang merah dan bulan sabit merah d atas dasar puth adalah tanda
petlindungan bam petugas serta obpk-objel meds serta rohaniawan dan harus
dihormati.

* Kombatan dan penduduk s:pil vang ditangkap dan berada dibawah kekuasaan
pihak lawan berhak untuk dihormat: jiwanyz, mariabat, hak-hak pribadi dan hak
poltik, agama dan keyakinan-keyakinan lamnya Mcereka harus dilindungn dan
scpala bentuk kekeras:an ataw pembalasan Mereka berhak umuk beriukar kabar
dengan keluarpanya dan menerma bantoan,

v Setiap orang harus mencnma jamman keadilan yang mendasar dan tak seoramg
pun  dapat  dimanlm  penangpung jawabannys  atas undakan  vang  tdak
dilakukannya Tidak seorang pun dopat- nx sasaran penyiksaan mental atav
fisik atau kckejaman atau heikun *"’ \‘- hkan martabat ataw periakuan-

perlakuar buruk konnya. ._,If/
o Tidak salu pun phak yan

menyebabka
o Para pihak ¥:
penduduk sipil 11"&

LA

»
g

Konvensi Jenewa 1949 mie L e 1 mengatur secara

pasd yang mengatur tenfang dan berkaitan erat mengenan akibat serta perlakuan buruk
terhadap penduduk  sipil, sat berada dbawah pendudukan musuh. Selain dag iy
konvens! mi juga mengatur entang aturan pepcrangan

Terjadinys Perang Duniz 1, dmana suams peiang modem yang mehibatkan
angkalan-angkatan bersehjala negara-negara yang berperang, melainkan keseluuhan

penduduk mereka Perang dalam “kesempurmaan mutlak”dapat dan akan mencakup

20



keseluruhan rmakyat ' telah dipersnakan oleh Karl son Clausewiz, yang menulisnya
pada tahun 1816-18331 Lalam Perang Duma Il tekanan ckonomt dan keuangan yang
cigunakan oleh pihak-mhak Yerperang sato sama lam kurang pentng don kurang
menentukan dibanding permusuban-permusuhan bersenpla yang sésungpuinya
Pengpunaan propaganda  besar-besaran dan perarg pskelogs juga memankan
peran yang lemyata pada akhbemya dapal menentukan jalantya nerang, Yamg erak bar,
lekih besar daripada yang menimpa pihak-pihak yang bertempur, penduduk sipillah yang

memikul akibat pemboman vdare dan menderira kesusahan akibat kekurangan pangan

14

sclama masa porang”  Scowd  umum ncpara iclah mengakuar  Bahwa

L3} .\..l_

a Pengertian |
Terdapat beberap: iy : : ail_Sur pok masyarakat agar
dapal disehut sualu bang: .
memiliky bahasa yang sa ” W"lIayah dak

merupakan sty umil gengal Al sap terdin dan

betbagar macam bahasa, bud; ok &tk Nali-dt0 semua st faktor

utama yang pentng dan suatlu bangsa adalah fakior persaimaan dan keinginan sccara
politik untuk hidup bersama sebagm < uau banpsa, dan pada umurmmya didasarkan kepada

faktor scjarah.'”

" 1G, Starke, Clp Cer, hai 707
" Ardina Permanasan, Op (e, bal. 134-133
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Penduduk sipl {cnifiansy dan Obyek Sipd merupakan bagan yang harus
diindungs sax terjadi sengketa bersenpra, Dalam Protokol Tambahan ! Bagian IV. &
dalam Seksi [, terdapat defimsi temang pendudvk sipil dan dimuat dalam Pasal 30, yang
berbunyi

“Setiap orang yang tidak menpdi argpota angkatan Persenata adalah penduduk

spl,™

Protukol im jupa membenkan definisi istilah orang spd (crwhions)dan dinmat

(1} Angpota Angkatan Perang dan suans pihak dalam pertikaian, begupun anggota-

anggota milist atau barisan-barisan sukarela yang memadi dar Angkatan Perang
demikian itu.
(2). Anggola-anggota milisi serla anggoia-anggota bansan-bansan sukareia lainnya,

termasuk angg otz-anggota gerakan-perakan perlawanan yang diprganisi, yang

W ICRE, Minpkasan Koevertis-Komvent Jeewo 1949 serm Prosohol Tronokad Tembaohan. Sukana, hal, 15,

n




lerpolong padz suat pihak dalam pertikaian dan beroperast & dalam atav d
wilayahnya sendin, sekalipun wilayvah wu drdpduky asal sap milis: atau bansan-
barisan sukarela demikian, termasuk gerakan perlawanan yamg dorgamsir iy,
memenuh syarat-syarat benkut

e Dipimpm okh seorang yang bertanggurg jawab terhadap bawahannya.

e Memakai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dan jauh.

» Membawa senpata secaa lerang-terangan.

e Melakukan operas militer mereka sesus dengan  hukum-bukum  da

kehasaan

. ep /.
secard temng—tﬁmnl u w i. b $ u L A / :

Di sertakan pul2 d i P !.u_v,J. fi r.f. andatn g RI Nome / 23 Talmm 2002
menegaskan tentang per‘.mdun ean wihadag ' a 63, yang berbunyt:
“Setiap orang dilarang mereknut #tay memperaiat amk umek kepentngan militer

danfatau Jannya dan membiarkan enak tanpa perbedungan pwa 5

Lo Tempainterakaf. com, (A RS somor 33 Fudmn 202 Femog Ferlosdungan Aok

B




b Pengertian Obyek Sipil ataw Fasilitas Umum

Obyek Sipil atau fasitas wmum merupakan benda-benda atau harta benda bk
umum, yang digonakan bagi kepentingan orang sipil. Fasihtas dan benda yang digunakan
olch sipil ini, pada saa terach sengketa bersenjana tidak diperbolehkan terkena atau
dijadikan sasaran tempur, bahkan tidak diperbolehkan pula unwk dijadikan scbagal
tempal pertindungan unluk ke pentingan militer.

Adanya larangan-larangan yang termuat delam terakeat-traktat atau instrument-
mstrumen intemnasional, memang Sangat sult dalam perang modem untuk menentukan

secarg nepatil apa yinp bukan mcerupakan.: g T, N a juga

ibadah, tempat-

tempat yang diznggap berse : aken univk umum
harus  mendapatkan um o
khusus, atau diberr 1 fidak hokh
diserang

Perlu pula dipaha v sipil dengan
sasaran  mihter dalam 5.' g,(lah sejak  lama
dilakukan dan telah dituangk 1 dencwa. Usaha i

telah dilakukan schelum pecahnyE=perang-Doma” L Telah-dtepaskan ‘pula dalam Protekel
1, Pasal 52, Bapan IV, Seky | yang betbuny
“Sarana sipil adalah sermua obyek yang bukan sasaran miker, yaiiu menjadi sarana

penduk unge dajam pelaksanan operasi militer dan, seandainya dhancurkan, tidak

dapal memberikan suatu keuntungan militer apapun.”™

B OICRC, iy Curhal 18



Secars umum telah diketahtn yang meropakan obyek sipll atan yang menjad
fastlizas umum, yakm berupa : tompat badah, sekolah, bendungan, pembangkit hstrik,
suplai air minum, gudang makanan, tempat-tempat berséjarah, Sena saana sipil lannya
tdak boleh dijadian schagal sasaran tempur atau tidak boleh diserang Dalam kudah
peperanpan atab cara berperang, sasaran tempur hanya dapal ditujukan padz obyek
militer sajp. Tidak dapal didefimsikzn secars yelas mengerai apa-apa sap yang menjach
obyek-obyek sipil, dax tidak bolh dfjadikan sasaran tempur. Schingga mengakibaikan
kerugian yang seharusnya tdak mercka derita, ﬂm apabila salah satu phak melanggar

kctentugn-ketentuan yang telah ditetapkan. g

-

81 lenewa, maka pthak yang

pertikaion bersenjata yarg at mternal s g ok -Imnﬂl {aon-
witernanonal armed  configh : ‘ ' '-engenm ron-
mierngtiongl armed canﬁx.;"t.ll 19 den Protoko)
Fambahan 1§ tahun 1977

armed  cenflict berubah '—’L-- : i afnet—Hal vang terakhr m

disebut denpan miceratonglzed miernal armed confbct ™
Pecahnya perang membawa pengaruh yang cukup bas terhadap hubungan-
hubungan antat negara Perlu diketalun pada awalnya. bafwa orang-orang stau bends-

beda harus dianggap bersifal mwsuh, seperti ferdapat dalam  perendang-undangan

9 Ading Permanasan, Op (frhal 3



ntasianal yang melarang melakukan hubungan dagang dan berganl dengan pihak musub,
serta memperkenankan penyitaan aas heda benda musuh

Lam hainya dengan kaidah hokum inée masional, bahwa negara-negara bebas
untuk mengundangkan peraturan perundang-undanpan demvikian tentang pecahnya perang
dan kaidah umum yang sama, yarng pada prnsipnya hanes berlaku daiam &ases konfhik-
konflik bersenjals non-perany, dimana konfhik tersebet harus tunduk kepaca persyaratan

d bawah yuridiksi penegakan perdamaian dat Dewan Keamansa Persenkatan Bangsa-

Bangsa, maka bari nepara-nepara yang terlibat harus mematuhi keputusan-kepulusan dan

-

Terusan Suez tahun 1956

dari prakiek datam

>
‘i
\\ UNISSULA
Pada saa pecahnya ..\:‘;_.L.;W 'aéﬁbl s Il@'

vang berperang terputus P : """“""’"M—- 3 masing negara yang

berperang dikembalikan paspormya dan mereka bersama stafnya kembzli & nepara
asalnya. Menurat Pasal 44 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan-hubungan
Diplomatik, negara penerima  harus memberikan  kemudahan-kemudahan  untuk
memungkinkan orang-orang lersebut berangkat sedini mungkin, menvedigkan untuk

mereka sarana-sarana pengangkutan yany diperfukan,



a Akibat Konfiik-konflik Bersenjatz Non-Perang Terhadap Traktal-traktat.

Konvensi Wina [969 tentang Hukum Traktat ndak mengurakan dan memua
ketenuan mengenai akibat-akibat pecahnya permusuban-permusuhan terhadap traktat-
traktat antara para pihak dalam konflik ters ebwt. Namun, pada tzhun 1985 lestiture ck
Droir International mengeliarkan Resolusi yang memuat s erengkaian kaidah dalkem Pasal
1luntuk mengalyr mesabh tersebul, yang berlaku ierhadap perang maupun konflik-
konfiik bersenjata non-perang (yang discbut sebagal "R csofus fnsruat™), Dalam masalah

Tukum yang belum terselesaikan, samgat Sukar umuk mengurakan suatu peninsip yang

trakiat-fraktat  itu  atau bat 3 : _apapun  akibat  yang

ditimbulkannya.  Hakum ' rghacap oale Balan My secara

1. Traktat-trakiat A AR ar ang  herperany p mensyaratkan
\ UNISSULA
terpelibaranya tindakay ?Eﬂg%’léﬁb hubunga L‘{F n baik & antara

Iﬂﬁfekﬂ.‘ miﬁalﬂyﬂ‘ "."_dktj =irarial RrsCrRU| !ﬁl AI0ETAEAT 'll

2. Trakiat-traktat yang memperlibatkan  sitwasi-situasi yang menyelruh  siau
ditujukan untuk mengadakan suatu keadaan yang permanent, misainya traktat-
irakiat cesic ateu trakiat-irakiat yang menctapkan pembatasan, tidak terpengaruh

oleh perang dan akan lerus berlaku.



3. Traktat-raktat d mana pihak-pihak yang berperang menjadi pesenta yang
berkenaan dengan tndakan-tindakan permusuhan, misalnya, Konvensi the Happe
1899 dan 1907 dan wrzkar-triaktal lain yang memuzt kaidah-kaidah hukum perang.

4 Konvensi-konvens: multidateral dengan beniuk “yang membuat hukum™ herkenan
denpan kesehatan, obat-obatan, perlindunpan hak miiik perndustnan, dan lan-
lain, udak batal karena pecabnys peranpg melainkan diangpuhkan dan dikidupkan
kembali setelah berskhimya pertusuhan-penmusubian, atau bahkan pada masa

perang diterapkan sccara persal, Apabilla konvenst mulblateral wu merupakan

saloh saw dan Lraktal wang di anie frisast | , Mmaka traktat

trakiat-traktat

untuk menc -. I vakin' pece g M fe38 Acrwd
I

Mavgretion [ . d JIgus pering

Konvensi i ua ; . LILT wa batk dalam

7 Suvalu negara yang mentaati Re solussi Dewan Keamanan PBB mengenai tindakan
yang berkenzan dengan ancaman terhadsp perdamaian, pelanggaran perdamaian
dan tindakan-tindakan agresi, 1asing-masing akan berakhir atau ditangguhkan

baerlakunya,



Beberapa ahh hukum berperdaput apabila traktat-iraktal terszbut ditangguhkan
selama berlanpsungmya perang, tedak secaa otomans dapat hidup kembah pada saa
lercimanya perdamaian  Telapi akan dapat berlaku kembali apabila trakiat-trakta
perdamatan yang bersangkmtan mengatur demrioan Menwat Pasal 11 Resolusy Inshiut,
pada sa® bemkhinya suatu konflik bersenjata dan kecuall jka dientukan lain, maka
pelaksanaan lrak tal yang 1elah ditangguhkan harus diresums sesepera mungkin

Selain trakiat-irakial yang dwangguhkan pads spal terjaainya konflik bersenjaia,

hubunpgan perdaganpan dan hubungan-hubungan bmbal balik amara warga negara dan

dikeluarkan peranturan khusus  unts (Berkenaan pala dengan
kontrak-konlrak an(ar wipds lingckup hukur
internasional q untuk
membaialkan, mena pada sant
pecahnya perang

Akibat darf pecahily harta bemda

o \ UNISSULA
{dumliky olch nepata musuh-,h §=;1 I!‘ i h’

negara dan negara musuh D) Bawah-mi-akin-d u‘k ik eih terpennci lag

limibiky oleh wanza

o Horta Bepdu Publik darr Musdh Suam negara yang berperang boleh menyria
harta benda bergerak yang oda & walayahnya yang dinlik) oleh negara musuh.
Apabila harta benda bergerak pthak muswh i berada & wilayah negara musuh
yang diduduk: oleh angkatan bersenjala negara itu, maka harta benda tersebut

dapat disita sepanjanp hal i bermanfiat bag  wuan-wjuan mihter  yany

" 1G Starke, Op Cie hal 721722



menduduky, Harta benda tdak berperak (yanu, ol esiaie} yang ata dalam
wilayzh tersebut boleh dipakar (mssalnya didudukn atau dimanfiaatkan untuk
memprodukst papgan atau kayu) tetapl hdak untuk dimilike ataw dibancurkan
Kapal-kapal wu teclibat  dalam  penyehdikan  din  eksplorasi,  atau  uniuk
kepentingan apama, ilmiah atan msi-ovs keagamaan atau dipakar untuk ugas-
wgas rumah sak,

Harte Bendo Pribacht Muadr Pada umumnya delam praktek dewasa i dan

negara-négara yang berperang adatah menyita harta benda dermikian yang berada

drwilayah mercka (yanu ara) bukan urtuk mengambil
alitmya, kemudian  meny melalw  trakiat-trakrat
perdamaian. Tk twm_ internasionsal

perimparian sap dﬂa | Habatik Es it per'induncan n-ual alas harta

benda & darat, kﬂm.i‘!q ""‘!u""' ﬁa't a iy d ))iapal -kapal dogang

netral kecuali jika harang-barang wu be'*‘guna—unmh—m]um‘tf-tu Juan perang. atau
kecuah jika dista scbagm tindakan pembalasan perang karena pelanggaran yang

terus menerus okh pihak musuh terhadap kaidah-kadah hukum perang,



b. Prajurit dan Non-Prajurit

Prajurit-prajurit (cosmibatrones) dibag) dalam dua solongan -

(a). yang sah (Fem fuil,

{b}. yang tidak sah femlew f1d)

Prajurit-prajurii yang sah boleh dibunuh atan dilukar dalam peperangan atau
ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Secara tradisional mempertahankan perbedaan

antara prajpurit dan non-prajurit, karena yang non-prajurit pada prinsipnya tidak boleh

dengan sengaja diserang atau dilukai. Pem ataan resmi pada abad kesembilan
bchs mencgaskan bahwa satu-satunya tuig ng adalsh untuk melemahkan
kekuatan militer musuh. Pada ek puncul dafam Perintah-

Konvensi The Hague [V ah

Regulasi-regulast yang dﬂ;al-‘!q u H I s s u LA ip1hak non-pra jurit
\n.—i‘l-l.q.g gl leduinala /

ndak boleh menjadi obyek wtama _mImIm

untuk kerugian yang dittmbulkan.

Sangat dibutuhkannya Ketentuan-kelemtuan rincs sepert dimuat dalam Konvensi-
konvensi, memperlihatkan bahwa sebagai kensekuenst dan praktek-praktek yang diikuti
dalam Perang Duna 1l masih adamya sisa perbedaan tradisional antara prajurit dan non-

prajurit yang berkewajiban umuk tdak menverang orang-orang sipit 1anpa alasan dJan

* T, hal. 723,

3t



dengan cara yang tidak semestinys, aau untuk maksud-mak sud yang fidak ada kaitannya
dengan operasi-operasi militer dan tidak melakukan bndakan teror.

Pada tahun 1950, Komite Palang Mersh Irtemasonal meminta negara-negara
untuk melarang  penggunaan seniata-senjata atom dan Senjata-senjata yang tidak
membedakan sasaran  ataw  disebut denpan  Alimd  wegpens.  Disclenpggarakannya
Konferensi Palang Merah ke-1Y & New Dellm pala jabun 1957, udak  berhasl
membawanya kepada pembeutukan konvensi bam. Magalah tersebut muncul kembali

pada Konferensi Palanp Merah ke-20 df Wina tahun 1965 yang mengeluarkan sebuzh

Akibat dan
Jenewa  tabun
Humaniter [nternasionat 5

mengesahkan sebagai tam

UNISSULA |
n.*&iq&*] é,abm# __/ nal dan Konflik-

kanflik Senjata Non-nternasicdat- Bahaya-bahaya dan ancaman- bz dya yang bdak dapat

dan B masing-masing meng

dikendalikan, yang menyertar keberadaan senjata-senjata penghancur masal telah
menyebabkan dibentuknya empat tekeat, yaitu Nuclvwr Test Bem Treary 1963, Chter
Space Treaty J967 (yang amara lain melamng senjata-senjata nuklir d ruang angkasa),

Nuclear Weapens NonPlorcforaion Treaty 1968 dan Treary o 1970 Prohibiting the

32



Emplucement of Nuclear Weapors and Other Weopows o Mass Destruction an ihe
Seabed and Ocean Floor.™

Meskipun hanya suat traktat bilateral, dan bukan hal yang bersifat multilateral
namun telah disambul sebagal sualu persetujan yang mempunyal ar global dalam
kerangka pengawasan ¢enjatasenjata nuklir Pada Konferensi Stockholm 1972,
meneg askan tentang Lingkungan Hidup Manusia yang mengeluarkan kecamin terhadap

semwa uji-coba senjata-senjata nuklir, khususnya yang dilakvkan di atmosfer.

UNISSULA

% g, hal 726



BAB 1il
PEIMBAHASAN

TENTANG PERLINDUNGAN OBYEK SIPIL
DALAM TINJAUAN HUKUIM HUMANITER IN TERNASIONAL

A. Perlindungan terhadep Penduduk Sipil dan Obyek Sipil

Pemberian perlindungan terfmdap penduduk sipll dan obyek sipil sangat
diperlukan pada saat terjadimva sémpketa bersenjata, terutamaz dengan terbentuknya

organisasi internasional nonpemenntah yang menangani dan berkenaan dengan

fow). Misalnya,

internastonal dalam
Jerewsz 1949

protokolnya **

mengenal perlindungan terhadap obyek-obyek sipil, dimana dalam sub bab im zlan
diterangkan menpenai perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil secam jefas.
a Perlindungan Terhadap Pend wdnk Sipil

Perfindungan yang diberikan tebadap penduduk sipit telah diatur dalam Konvensi

Jooewa IV, Menunt Konvensi lenewa IV imi, perlmdungan tersebut meiiputi

* {\iya n, Partiena, Pogantar Howm Intrnasional, Mandar Maju, Bandwng, K990, hal S0
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perlindungan umum (general protecion), yang diaier dalam bagian 1. TN dalam Protokol
‘Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian Iv tentang penduduk sipil.
Protokol Tembahan im mengatur mengenai perbindungan emum (penersd prosecoen
aguingt the effedt of hastilitéesy, banman terhadap penduduk sipil (rebef n fovour o the
enifean  popwlatory, seia perlakuan orzipg-orang yang berada dalam  sabh  sat
kekuasaan pihak yang bersengketa (irewiment of persons it ithe of porty b a conflcl),
termasuk d dalamnya adalah peclindungan terhadap paa pengungsi, orang yang #dak

memiiki kewarganegaraan (stuteless), anak-anak, wanita, dan wartawan.

Berdasarkan Konvensi 2 KCtentuan - yang bukan hanya
pembenian perlindungan se ™ ~ ‘ aictibe ..dungan secara khusus.
Demikian besamya - me]indungi
penduduk. sipil dalarg \r dalam

Konvensi Jenews, juge

yakm diterangkan dal

pememuhan kebutuhan dadh LWL;I

..-,*' o

L

kesehatan, bﬂl&]ﬂ[d&ﬂbﬂr -1- u“iﬁgﬁi_h

1. Perlindungan Umns;
Perlindungan umum yang «dibeckan kepada penduduk sipii #dak boleh dilakukan
secara diskriminatif Dalam segala keadaan, pendeduk sipil berhak atas penghormatan
pribadi, hak kekeluarpaan, kckaynan dan prakiek ajren agamanya. Terhadap mereka,
lidak boleh dilakukan tindakansindakan schapamana yang disebutkan dalam Pasal 27-

34, yaitu

% Tempointeraktif com, Tawang Perfimbungan Anak, TURI nomor 23 Tahan 2002
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e Melakukan pemaksaan jasmeni maupun rohani  untuk  mempercleh

keterangan;
&  Melakuban huluman kolekif:
s Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokar;
s Melakukan pembalasan (reprsall):
» Menjadikan mercks sebagai sandera;

¢ Melakukan tndakan yang menimbulkan pendentaan Jasman  atau

Dalam Konvens) i puga Ing nbentukin kawasan-kawasan
rumah sakit dan dacrah-dac h persciujuan bersama
antara pihak-pihak yany burs kawasan 1m
lerutama dity jukan -.f £ rentan

. Dnurah-da::rah"-.ll. 1| hanga belel: 1 M 1 $e0a ceil darr wilayah
yang diperintah 4‘;::' . Mhﬁfﬁiﬂfuﬁ-fﬁ?ﬂ.@

s Daerah-dacrah m} harus bcrpcnduﬁﬁk refatil febth sedibit  dibandingkan
dengan kemungkmnan-kemungkinan akomeodas: yang terdapat disitu.

& Daerah-dagrah i harus moh ktakma dan udak oda hubungannya dengan
sepala macam objek-objek militer ataw bangunan-bangunan industri dan

adrninistrasi yang besar.

¥ Arlipa, Permanasari, Chz Cethal 171
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e Dacrah-dacrah seperth itu tdak boleh ditempatkan di wilayah-walayah yang
menurul peckiraar, dapat dijadikan areal untuk melukukan peperangan

Selan perlakuan yang berkatan terhadap orang-orang vang dilindungn, perlzk van

khusus harus diberikan pula terhadap anak-anzh. Para pthak yang bersangk ulan

hharuskan untuk memelhara anak-anak yang sudah yaum piatu atau ferpisah dengan

orang wa mereka. Perlakuan khusus kersebut diaur datam Konvens: Jenewa, sorta

dilengkap pula dengan ketentusn bau sebaymimana distur d dalam Pasal 77 Protokol [

Menurut Protokel | anak-anak bethak aas perawatan dan bantuan yang dibutuhkan

sesum dengan usta mereka, mercka tida pyjadi anggota angkatan perang
sehetlum berusia 15 1abun, dan ik rhbat langsung dalam
pertempuran, maka a iy khusus sesuar

dengan usi mercka, da

bolch dijatubt hukuman,

Terdapathya b:be ang berlaku

bagi semua orang yang dubkan bak
'.‘ " Il

kebangsaannya maupun wlg WNEH’T- u L fi Konvenst Jenewa

juga menangan masalah oran] - 1"’?"""1‘3‘7 t3da tyawah kekiiasaan musuh. Hal

tersebut  dibagt dalam  dua siptt yang perlu

dilindung, seperti
I. L Orang asing & witayah pendudukan

Pada saa tejadi pecabnya perang anlaca negars, yang warga ncgaranya berdiam

& dalam wilayah negara musuh, maka orang-orany asmg ™ mewpakan warga negara
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musuh. NMamun, mereka tetag mendapatkan penghommatan dan periindungan & negara <&
mana mereka berdiam, dan hal i di atwr dalam Konvensi Jenewa IV berdasarkan Pasal
35,388,414 3, yang berbunyi -

Asalkan undak dilarang @as alasan heamanan, ogang sipll yang berada di walayah
musuh harus diperbolenkan umuk pers (IV, 35). Apabila merela tdak meningpaikan
wilayah lersebul alau mereka dnakan, mereka haws dipeclakukian sama sepatt ang
asing lainnya {[V, 38) Apabia penawanannya dikaruskan ams alasan keamanar,

kesempatan harus diberkan univk mengajukarn intaan agar perkaranya dipenksa

kembal: scearz adil (TV, 4143 )
Selgin i hukum ya

yang berlaku ¢ masa dam

untuk telap menerima
kesehatan, dan sebagai \5

tindakan repuler kekantor,

keamanan yang mendesak

masih ada, mereka hamus dipulangkan pada saat terakhy setelah berakhimya permusuhan
Mereka dapat diserahkan melalui negara ketiga, Harus pula terdapal jaminzn bahwa
mereka tidak akom diajukan kepengadilan karena keyainan poelitlk alan agama Yang

mereka anul,

B Bigd hd, 173

3R



L 2. Orang yang tinggal Ji wilayah pendudukan

Penduduk sipil yang berada di wilayah perdudukan barus sepenuhnya dilindungi.
Penguasa Pendudukan (occopymy power) tidak boleh menpubak hukum yang berlaku di
wilayah tersebut. Hukum yang beriaku i wilayah tersebut adalab hukum dan negara
yang diduduki. Oleh karenmanya, perundang-undangan nasiona! dai negars yang diduduki
masity berlake (secara db jure), walanpun yang berkwasa aas wilayah pendodukan adalah
Penguasaan Pendudukan {ecara de fiicio), Dalam had i Pemerintah Daerah di wilayah

yang diduduki, termasuk pengadilannya, harus diperbolehkan untwk mefanjutkan

=

melanjutkan tugas-tugasmy:

Nepara yang menduduki,  anak-anak, serta

Apabila Penpuasa Pendudukan tidak mampu melalivkan hd tersebut, maka
mercka hane mengjjinkan adema bantuan yang datang danm har negeri, yang sesual
dalam Pasal 59-62. Dalam Konvensi [V, Pasal 27 tedapat ketemwan perlindungan

ierhadap wanila yang harus mendapatkan perlindungan khusus lerhadap serangan alas
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kehormatannya, lerulama terhadap perkosaan dam segala macam serangan yang tidak
senonch.

Sebaliknya Penpuasa Pendudukan, berdasarkan ketenman yang terdapat dalam
Pasal 64 Negarz yang Menduduki, bedigk mempertahankar dior terhadap tndakan
permusuhan yanp diarahkan ke mstansi pemerintahannya sendin atau keanggota
angkatan bersentjatanya, MNegara yang Menduduki, dapat men geluarkan peraturan khusus
yang berkaitan dengan kejadian tersebut Berdacarkan ketemtuan Pasal 66 jupa dapat

merbentuk pengadilan militer yang bersifat nop-politis. Namun, adanya pembentukan

67}, pidana mati nanya gk
mata, saholme terhadap :

memang, dapat  dijatubi |

berlaku (Pasal 6% ayat 3}, | —/2 /

1.3. Interniran sipil
Ketentuan-ketentuan  yang mengafur teatang  perlakuan  orang-orang  yang
diinterniv diawr dalam $eksi IV, Pasal 7955  Konvensi Jenewa IV, yakmi apabila orang

sipil ditawan - suatu tindakan yang tidak bokh dilakukan schagai bentuk stksaan, dengan



mempertimbangkan babwa mersks adalah orang sipil, mereka berhak aas perlakuan
yan serupa dengan perlzkuan erhadap tawanan perang. Menurwt  Mochiar
Kusumaatmadja, tindakan perampasan kebcbasan dapat dilakukan apabila lerdapat alasan
keamanan yang nill dan mendesak. Tindakan umuk menginternir penduduk sipil pada
hakekamnya bukan merupakan svae hukuman, namon  hanya merepakan  hndakan
pencegahan administratit ™ Oleh Karena v, walaupen penduduk sipil ind dinlemir,
namun mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka dan dapat
melaksanakan hak-hak sipt mereka (Pasal 80)

e
.
-

Menurut ketentugn d dalam Kon ,_,st.—/f\"- Y. Pesd 79, yang berbunvi; Pihak-

mhak dalam pertikaian h
dengan aluran-aluran Pasal 4

P

tersehut meng enat ¢

suka rela  mar : A 'I keadaannya

Pendudukan menghendaki mereka perle diinternir karena ajasan mendesak;

d) Penduduk siptl yang telah melakukan pelanggaran huk um yang secara khusus
hertujuan untuk merugikan Penpuasa Pendudukan,

Sclain tu para intermir $ipi! i idak boleh ditempatkar & dalam daerah-daerah

yang sangat terancam bahayn perang. Pengurusan para intemniran, harus dilekukan alh

* Ibidhal 175
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Negara Penahan, termasuk meliputt layaknya fempat intermiran, makanan dan pakamn,
kebersihan dan pengamatan kesehalan, senia kegatankepatan keagamazn Seusp tempal
mterntrar, harus ditempatkan & bawah kekuasaan seotang perwira yang bertanpggung
jawab, yang dipihh dan anggota angkatan bersenata wetap atau pemerintahan sipil biasa
dari Neg ara Penahan.

Seielah berikbimya permusehan, mtermir sl basus dipulangkan kemball ke
negarn asal mercka MNamun had i tidak memnvp Kemungkman untuk  melakukan
nndakan-tindakan serupa selama berlangsungnya perrousuban aotara para pibak yang

bersengketa.

< Perlindungan Khy

. ( I""‘\H
Selain [m'n ? : m terhadag e map]l  dalam

i f

sengketa  bersenjata idh ] j ; ips 4| pembenan
\ > ; jf

perlindungan secara khtls A, n i kel ‘spil tertenty

— .
Ea)

\ UNISSULA

sipil lainnya pada wakty '. Tﬁﬂ%ﬂwﬂ,, _s. # senduduk  sipil  vang

tergabung  dalam Prerhimpuncr—atmng—Merds angpoia  ferfimprinan

Ferolong Sukarelu 12nnya, 1ermasuk anggota Penahanan Sipil

Dalam Protokol | terdapat ketenmuan mengenal adamya suatu organisas) baru yang
diperkenalkan dalam bngkup hukum humaniter Organisasi o disebut dengan “Cive/
fefence” (Perlindungan Masyarakat)™ (jvil Defrce merupakan suatu organisasi yang

melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang duujpkan untuk melindungl penduduk sipil

" Fud, hal. 7
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lerhadap suatu  bencana alam dan  akthat pertempuran, dan  berupaya  untuk
memuithkannya segera ke keadaan semula serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu
demi  kelangsunpgen hidup penduduk  sipil, Dalam Pasal 60 ayat (3} Prolokol
mencantumkan meny enal bagaurana tugas Cind Deface im, yaitu seperti

= melakukan peningatan (warninge),

# mclakukan pengungsian / evakuasq

«  membangun tempat-tempat perlindungan (shelier),

«  melakukan pelayanan. kes SIS an- pertarna dan bantuan

* melakukan bantualfi'-ll ‘ u a@ l E ﬁ u ;__ ﬂ Afaan ketertiban di

daerah yang terkena be fﬁ‘wl@?bﬂﬁlﬁhﬂ'b

A
= melzkukan  perbaikan darurat tempat-tempar fasiias umatm  yang  sangal

diperlukan cich penduduk sipil:
« melakukan pemakaman darurat bagi orang-orang yamg mennggal duma,
s melakukan menyelamatkan obyek-obyck yang sanpat penting bagi kelangsungan

hidup,

a



= melakukan kegatan-kegiatan pelengkap laimya guna melaksanakan setiap tugas

& atas, rermasuk, tetap tidak terbatas pada perencanaan dan orgamisasi.

Dengan banyaknya lupas-tugas yang disandang deh Ciid Defence i, oieh
karena tulah walaupun metupakan srganisasi sipil dengan anggota vang berstatus
penduduk sipf, namun merecka dibenkan sustu “perlindunpan  khusus™{vpecritf
profection) seperti vang diatur dalam Bab IV Protokol. Jadi bahaya yang mengancam
paa persoml Cdf Deferce lebih besw pka dibandinglian  dengan  bshaya  yang

menpancam penduduk sipit pada umumnya, karena pada saa keadasn bahayz ituiah

mercka mulai bekena.

Penduduk. sipl v Crabun: 3 Srganisasi fersebut, pada saa

khusus. Apabila met

(respected) dan dilind

malier,

b Perlindungan Terhadap Obyek-obyek Sipil (Benda) Mitik Sipil

Pembeduaan terthadap obyck-obyek vang menjadh sasaran serang telah diterangkan
pada tab sebelumnya, pada kaitannya perlindungan terthadap obyek-obyek yang dianggap
milik sipil dalam Hukum Husmamiter Internasional atau ketentuan di dabim hukum perang

tidak diperkenankan untuk menjadi sasaran perang. Namun, & dalam Protokol



dilambahkan secara khusus obyek-obyek sipil yang dalam keadaan terlentu bolch
diserang. Ketentuan yang menegaskan mengendi perhndungan obyek-obyek tersebut
terdapat dafam Pasal 53,54,35 dan %, yaknd berbuny: sebagai berikut
Pasal 33 :
Melarang setiap tindakan psrmusuhan yang ditujukan kepada bangunan-bangunan
bersejarah, benda-benda budaya afau lempal-tempat beribadat.  Selanjuinya
ditentukan bahwa dilarang menggunakan obyek-obyek semacam o unmk

kepentingan militer, Juga dilarang mengeunakan obyek-obyek tersebut sebaga

cbyek pembalasan.

Pasal M :
Melindung: oby ok langsungan  hidup
penduduk s
a. Dilarang f:&bagal cara
berperang
b. Dilarang men'] f gur] ? ak o rlk yang sangat
diperlukan bagi ke s/ bahan makanan,

L
\ UNISSULA
daerah pertanian, wstaksi i kr;-:r.-.--“m- sczola

¢. Larangan lersebut diflam-brtidak-berini

o

. Obyek tersebut dipakal okh pimak lawen wsuk kepentingan anggota
angkittan bersenjaa.
20by ck tersebul dipakai untuk mendukung operasi militer.
d Obyek-obyek terschut ditazang dipakai sebagai obyck pembalasan.

Pasal 53 ; .
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Melidung lingkungan hidep (nofred  envirortnens). Delam  perang  harus
dusahakan untuk melindung Imgkungan hidup terhadap / dan kerusakan yang
bersifat luas (widespreadd, benangka panjang bérat. Perlindungan mencakup
laranpan menggunakan cara atau alat berperang yany dimaksud atau dhharapkan
dapat menyebabkan kerusakan terhadap hingkungan hidup dan dengan demikian
membahayakan keschatan alau kelangsungan hdup penduduk sipil

Ppsa) 5 .

Mengatur perlindungan  1erhadap bang@{\amu nslalast yany mengandung
P

kekuatan / dayn yattg memb, akafi ] dwy. forves), Bangunan atau instalasi

yang mengandung kekuatar f e akan seperti: bendungan,

k serangan,
|tu dapat

.'

tanggul,  stasiun g5

menycbahknﬁ : Ly I-.an dapat

sekalpun

dan langsung bag operasi militer
Adanya ketenusn bau nengemai lingkungan hidup ataw hnghungan alam
(ratural environment), ysng scbagamana telah diterangkan mengena perlindurigannya
dalam pasal lersebul diatas. Selam v adanya sekelompok ahli yang menyelu bahwa

perangkat yuridis yang melindungi lingkimgen slam dalom sengketa bersenjata  baru



terdapal sepk tahun 1977, yain dalam Protokel 1 Dengan melihat perkembanpan-
perkembangan tersebut. kicanya sudsh selayaknya bahwa dalam Proiokol [ tefah
diakomodasikan adanya klausula-klzusula bav yang memberikan perlndungan terhadap
lingkungan alam dalam sengketa bersenjata. Namun, ada pula para abli yang berpendapas
behwa ketentuan hukum humanrer yanyr melndung: ngkunpan alam dalam senphketa
bersenjata tdak hamyz dhatur dalam Protokol § sap. Tetap juga tdah diwr datam
ketenfuan-ketentuan hukuny humander sebelum rahun 977, yaitu dalam Konwens' Den

tlaag dan Konmvens) Jenewa

LCalam Konvensi-Kanvensi b ‘Nldak mencaniumkan  kata-katp

‘lingkungan fadup’ Mmgm sefdapal ol idak sepenuhnya dapat
dipersalahkan, karcna apabils @ : : ( S ries o the
confi)  benar-ben dengan

Jugza menjclaskan menge

I-

tersebut diztas bernkhir / i ; . i ” o

i\ UNISSULA
diambil tndakan penghat-ha '&;{L%ﬂ .F, ":b””" palt feflepashya kekuatan / daya
jp'ang bﬂthahﬂ}fﬂ, Plhﬂk-plhak AR -, ’-"hlull!l-‘u".“h-luul' :'.Ikkal'l Db}'tk-ﬂb}'ﬂk

militer di sekitar bangunan msiatas) tevscbut diatas

Pengaturan  lamnya yakme dalam  Konwvenst Den  Haag 1954 mengena
Perfindungan Benda-benda DBudaya pada waktu Terjadi Perukaian Bersenjala. Benda-
benda DBudaya seperti Rumah Ibadah, Muscum dan  sebagainya, selama odak

dimanfiaatkan untuk kepermntingan mditer semaksimal mwngkin hans dibndungy terhadap

a7



serangan. Pasal 19 dalam Konvens: ini mewapbkan setiap pihak yang terlibat dalam
sengketa bersenjala, untuk melndung benda budaya meskipun sensketa tersebut adak
bersifal internasional  Komvensi m  pm jupa  membedakan mengenai tingkat
perltndungan, yakn secarz umum dan secara khusts.

Perindungan secara umum, dmasa daman seuap Negara harus mempersiapkan
pechndungan benda budaya & wilayahnya dan akibal perukaian bersenjata. Pemberian
perhndungan tersebut antara lan, dengan cara mendirikan banpunan khusus, dengan

merencanakan permindahannya ke tempar yang lebih aman, atau dengan menandainyg

Benda tudaya tersebut, - : ., yakn dengan

mencatatnya  dala aftai fnterma: ] . el Perlindungan

Khusus”, yang hu : g \ 1 sam PEB
- o

W
UNISSULA
tllalf| &R leluinola
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B Sanksi-Sanksi Hukum Yangz Diberikan Sast Terjadi Pelanggaran Penyeranpan
Terhadap Penduduk Sipil Dan Obyek Sipil

Merupakan salah sat ketemtuan hukvmn untuk mempengarchi pentaku manusia,

yakm dalim pemberian sanksi-sanks: hukum datam sengketz bersenjata pada saa

terjadinya  pelanggaran yang telah ditetapkan datam Konvens:, karena setiap  kadah

merupakan suatu penmiah. Pernian atau latanpan teesebut merupakan patokan peritaky

kaena tu harws dilaksanakan. Bag' hukum humandter itemasional perbedasn yang

pokok dengan hukum nasional kretak pada taasa pelaksanaannya. Jka suatu negara

melaksanakan hukul

terbatas.

Ketentuan yané*__ mengate \ = - 4 - ftas Konvensi
diatar dalam Pasa 49-50 ddki-2] K ave -]3(] Konvensi
I, dan Pasal M6:47 : UiNi g‘g 'j 5 i'.r. Ilam Konvensi-
Konvens)  secara benum:'[l i - .ﬁf,rj l&q ;,J“"' q.{"r nf.  disipkn  dem

Intermasional  dengn  meningkatiya menjade kejahamn infermasional dam menun Juk
sebaga “kejghatan perang’ Dalem Pasal 30, 51, 130 dan 47, i meminta perhatian
duma akan se¢jumlah pelanggaran beray pada Komvensi dan Protckol yang masih hdak
dipidana, yang beraru kemerosotan mlamilal kemanusiaan dan kemunduran seluruh

konsep kemanusian, Sedangkan Pasal 4% 50 129 dan 146 Konvens: L- I, il dan TV

 Arlina, Pennanasan, Gp Cw, hal B3
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berturut-turut - meletakkan  kewajiban kepada pemerintah untuk  membuat peraluran
perundang-undangan yang diperlukan untuk memiderikan s ankg vang efektif bagi orang-
orang Yang melakukan atau memerimahkan tindakan pelanggaran  berat dersebun,
lermasuk mercka yang menyebabkan kegagalan unwk bertindak manakala mereka
berkewaliban melakukan hal tersebot Pasal-pasal i juga mengharuskan komandan
mibiter untuk mencegah pelanpearan atas Konvensi dan Protokol, memindak mereka dan
bila pertu mefaporkan mereka kepada penguasa yang berwenang,

Kesamaan beberapa pasal di dalam Koqvensi Jenewa 1949 maupun Protokol

AN

protokol Tambahatnya tehun 1977 merupaksl

tama sumber hukom hotnaniter.

(I’\ daksi atan isi
mcliputi

beberapa hal penting ' $¢ Al : ‘ an hukum

terhadap pelanggaran

sarksi pelanggaran terhadé'
bagi pelaku pelanggaran bera

kcsalahﬂ‘n dﬂ,am SHSH':I".‘iI’I Iampul - u!;] l[ll:lllllli[-‘!‘a‘ﬁﬁi!!hg]ll],:!.i.[:-!llnlJ gikan'

& Common articles tentang ketentean umum
Ketenlan-ketentuan yang hersifat umum & dalan Konvensi Jenewa, diletakkan
pada penomoran pasal yang sama g keempal konvensi. Kelentuan-kefentuan urmum ind

adalah ketentuan mengenai pemghormatan terhadap Konvensi (Pasal . 1); ketentuan




tentang berlakunya konvensi (Pasal 2). ketemtuan tentatig sengketa bersenjata vang ndak
bersifat mternasional (Pasal 3% dan ketentuan menganr teang Negara Pelindung
[Protecting Power (Pasal 8-10)). Sebaamana ditentukan dabm Pasdl 1 Common
articles, Pihak Peseria Agung harus “bejat"unmk menghormati da  menjamin
penghormatan dalam segala keadaan™. Pasal ini menegaskan hahwa Pihak Peserta Apng,
disamping harss menghormati konvens: 12rsebu, uga harus menjamin penghormatan

terhadap konvensi. Kaa “men jamin™ disint harus ciartikan

* Negarz harus memeriniahkan kepada peiigsas mililer den sipil unlok memoat

konvensi-konvensi ini:

e Negara harus m r konvensi
tersebut g

Pihak Pescrta ,'{ konvens:

tersebut. Kenvensi im . mumkan atau

sehiap perhikaian bersen;) . lebih mhak

h Commen articles rei:tang—kﬂmmn ﬁhnggﬁmn—dan—pényalahgunann

Selun mengenai ketentuan commor. arrclas secara umum, maka terdapal pula
common  artigies mengenai  ketenian  pebe_gaan dan  penyalahgunaan  terhadap
konvensy, yang tedapat dalam pasal-pasal yans telah & terangkan A aas Yang secaa

terpennci terdapat dalam Pasal 49-52 Komvensi Jenewa Ketenuan pada Pasd 49 dan

5



Konvenst [ yang mewajbkan Para Peserta Agung untuk menerspkan sanksi pidana
efeknf bam pelaku pelanggaran berat. Dh mana Pasal 49 1 selengkapnya berbunyi =
“Pihak Pesera Agung berjani umuk menetaplon sndang-undang yamg diperlukan untuk memben
sanksi pdana efizknif terhadap orang-orang yang melakokan atay memenmahkan untuk meldakan salsh
sgu 4 sntara pelanggaran bera atas Konvensi m seperti diteatukan dailam pasal berdau
Yap Pihek Feseria Agung berkewayibare wnin & mencan orang-orang  yang dismgkatelah
melakukan day memerntohkan uotk melgkdan pdanggaran-pelanggaran Mror yong dimaksud untik,

dun harus mergadili orang-orang demikian, dngan tak memandangke bongsxormya. Phak Peserta Aping

eterl @ pox [tk Peserta Agung 1t dapar -~

> -
- 8 \ﬁLﬂM J!! &% '

dengean heleoian K e

Datam segal e : T prradtlan e
pembel 3m pangwa gor | en " , 2 I i fu i 5 Ild.r.l’}mkan ol
Komeni Jetcwe mihpetkin ey ] B fer P ; i Pt KPS dan

serernsyG
Dalam keteniuan ~.: E-! ‘J' , ?-,. iﬁ 'I uniuk memenuts
| Feellel ﬁ;ﬁth

3 {tiga} kewajibar utama yang\

ﬂ
I, Membuat UU di tingkat nasicnal yang mengatur mengenal pelanggaran bert.

2. Mencan oranp yang diduga melakukan pefanggaran bera
3 Menpadili pelake pelaaggame berat.
Penyalahgunaan  ketertuan-ketentuan  pelanggaran  bera mi  tergantung

sepenuhnya pada Peserta Agung.  FPalanggaran terhadap ketentuan konvenst dapal

= Bid el 4l
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dikategorikan sebagai pelanggaran berat, seper ieloh tercantum dalam Konvenst Jenewa
menggenai pelanggaran berat tersebut yang terdapat dalam pasa S Kenvens: |, yakm
. Pembunuhan yang disenpaja.
7 Pengamigyzen atau perlakuan ' berpnkemanusian, termasuk  percobaan
bialegis,
3 Menyebobkan dengan sengaja, pendentaan besar atau luka berat, d@as badan
alau keschatan.

4 Pembinasaan yatg luas dav tndakan stas permibkan atau hara bonda yang

.-
IR

diorganisic dae dipimpun ﬁ,l. UiNi s s u LA I'
vang bersanpkutan atas p«:sl1 . ?hﬂwi &};‘\bﬁﬁ 5 rP 4

apabila Hukum Intemasiunﬁ Vang - dierapkan [ sxapertke
dipatuhi.

Sckeiompok penduduk syl terteniv, walaupun bukan metupakan kombatan dan
apabila jatuh tertangkap ofch musub maka mercka berhak untuk mendapatkan siatus dan
petlakuan  sebaga tawanan  pefang. Sedangkan sescorang  yang berstatus sebagal

kombatan, otomatis mendapatkan periakuan sebaga iawan perang, pata sax mereka




sudah tidak mampu lagy melanutkan pertespuran (hors w2 combar ') Dalam Pasal 4A

Konvens: [1l, bahwa mereka yang dianggap sebaga tawanan p2rang adalah.

(1} Para anggota angkatan perang dah pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi
atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang 1,

{2} Para anpgota milist Izinnya, termzsuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan
(orgarized ressiance movemend) yang tergolong pada s#u phak yang bersengketa
dan beroperzsi d dalam atau & lear wilaysh mercka, sekalipun wilayah mu diduduk,

dan memenuhl syarat-syarat sebagai benklf_;z'-\

a) Dipimpin olch orang yang ._,.;j.w

terbang militer,
wartawan  persng, e f-*'J.LvUig,c esatusn ~kerja at#u  dinasdinas  yarg

) sap mercka telah

anggota dan angkatargll bhi&éﬂ‘.ﬁ / :

bertangpung yawab 2 s
mendapatkan pengakusn dm angkatan pefang vang diseasinya dm melengkapi diri
mereka dengan sebuah kartu pengenal.

(5) Awok kapal moga termasuk mahkoda, pands iaut, dan taruna sefia sk pesawat
terbang sipil dan prhak-prhak yang ipersenpketa yang tidak mendapal perlakuan yang

lebih bak menurul ketentuan-ketentuan ape pun dalam hukum internasionat.



{6} Penduduk wilayah vang belum didudukl, yang tatiala musuh mendekal. aas
kemavannya sendn dan denpan seremak  mengangkat senjata umtuk  melawan
pasukan-pasukan yanp datang menyerbu, lanps memiliki waki: yamg cukup unuk
membentuk kesaltan-kesatuun bersenjala secara teratur, asal sap mercka membawa
senjata secara terbuka don menghormah hukuny dan kelrasaan berperang

Dari kelentuan-kelenluan mengenai twanan perang lersebhat diatas, maka dapat
digolongkan lag yakm Pasal (1), {2). (3) dan {5) werupakan kategorn kombatan, yang
apabila tertangkap akan diperlakukan scbagai @@nan perang, “edangkan Pasal (4) dan

un apabla mercka tertangkap

Mereka pun harus dilindunig i ANal 558 0 N .
/ g, Alsgoul i ms'(mang-

Menur Gess
orang yang kurang
tersebut, pihak -phak ch3 Jatan-indakan sebagal
berikut”
‘ éara Manusiaw,
1“' 'kendakadian don

adap kemungkinan
kan-tindakan Yyang

a)  Menjamin pcnghr,}ll
b Menjarmn pcrlmdu 'g

perly untuk men JHI'TIII'I hal- i = /

¢) Memberkan perawatan keschatan, artys  mereka berhak atas  porawalan
kesehatan yang setara dan tidak boleh dabaikan, wa'laupun p phak rsuh.
Selain tindakan-tindakan tersebut diatas, Gasser jga menngkas mengenat

perlakuan kepada fawanan perang, sebagatmana iekah diatur dalam Konvensi 11 Setelah
peperangan berakhir, pra pihek yang bersengketa fuga harus melakukan segala tndakan

yang dimungkmkan untuk mencari do mengumpuikan orang-orang yang luka dan sakat.

Y fhig hal 66
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Serta mencatat mengenm kondis: mereka, kemudian melaporkannya pada Buo
Pencrangan (Masal 122 Konveas: 111} Keterangan m selanjumya disampaikan kepada
negara asd 9 korban yang bersanghutan, melalx Kantor Pusat Tawanan Perang dan
Negara thlindung. Disamping otang-orang yang bka dan saii, maka pama pihak yang
bersengketa Juga  harus melakukan semuz  tindakan uniuk  mencan dan

mengidcnﬁﬁkasikan orang-orang yang tefah menimggal dunia

UNISSULA
el | Zonls lolusinala




BAR IV
PENLUTLFP

Dalam Bab IV atau bab terakhir ini, penuls akan mengemukakan atau
memberikan beberapa kesimpuian serta saran-Saran dalam skopsi yeng (elah dibahas
dalam Bab 1 sampai demgan Bab Il mengenal “Perindungan Cbyek Sipil Dalam

Tinjauan Hukum Humaniter Internasional”, yang akan dikemukakan sebagar berikut |

A. Kesimpulan

[rengan mehhat dan : dan Bab | sampat Bab [II,

maka penulis akan membenkag

a FPembe ' /

ICRC
J peranan

elah  melatirkan

uulssiJLA ,

Konvensi Jenewa (The Crorteva Lo ....,

sonal yakTe seperti

dalam Konvensi IV,

beserta dengan Prmukn]-pramkmnya.

b Pemberian sanksi-sanksi hukum dalam senghketa bersenjata lelah ditetapkan
dan diatur d dalam Pasal 49.50 Konvensi 1 Pasal 50-51 Konvensi ]I, Pasal
120130 Konvens1 i da Pasal 146-147 Koovenst IV yakm teotang
pemberantasian pelanggaran atas Konvensi, Ral tersebut antara lain, bag Para

S

Peserta Apung untuk mencari orang-orang yang disangka iclah melakukan
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atau memenntahkan untuk melakukan pelanpparan bert yang dimaksud,
untuk  mengadih  orang-orang yang demikaan, dengan tk  memandang

kebanpsaannya

B. Saran-saran
Setelah mempelajan don mengetabui berdasarkan finjavan Hukum Humaniter

[nternastonal, maka dengan mi penults sekiranva dapat memberkan saran-saran sebagai

berikut :
a Diharapkan bagi para pe ormiatl ketentuan-ketentuan
f gar dalam men jadikan
tulkan korban
Jiwa ya
b n nasional

jj P # SULA ﬁan ditjinkan oleh
Autllal)) €500 lobuinela

Diharapkan hﬂgi }""7“"““"1-""-"%ﬂ:"ﬁt-m-u-uml-ull-r-h'1 yang suatu wakiu

dapat terjadi, dengan membenkan tanda-tanda nerlindunpan bagi obyek-obyek
sipil yang dilarang untwk dijadikan saszan lempur. Pemberian perlindungan
terhadap benda budaya sccara khusus dengan mencatatnya dalam “Daftar
Internasional Obyek Budaya & Bawsh Perlindungan Khusus™ d bawah

pengawasan UNESCO, )



Dhikarapkan bag pard pesena lempur dapal menghargai dan mempertakukan
para tawanan perang Secaa manusiawi.

Diharapkan bazl para peserta lempur scbelm melakuskan dan menyetnjuw
uniuk mengangkat seénjats, Sangat lebhr batk dengan mengupayakan j-a!an
damai yakoi dengan melakukan periemuan antara kedua befah pihak, apar

tdak mengakibatkan kerugian yang cukup bamak hagl kedua belah phak

UNISSULA
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